KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5.B /KPU-KTG//2010

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN KOMIS| PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010

KOMIS| PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang
pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tala
Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
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4. voam_ra: Pemerintah moaoq a Tahun _no.om [l aww

F jan Keg ebagaimana telah

berhentian Kepala Daerah mmgnm_.am:m

Mﬂﬂmn terakhir dengan Peraturan vaaor:.mnw: 203&

49 Tahun 2008 (Lemb Negara Rep

Tahun 2008 22,52 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4865);

isi il 31 Tahun
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor )
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan cac..:.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

an Umum Provinsi, dan

Umum Kab
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Panitia F Suara dan
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

o

©

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 38/KPU-KTG/XIV2009
tentang program, tahapan dan jadwal waklu
penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil
kepala daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun
2010 sebagaimana dirubah dengah Keputusan KPU
Provinsi  Kalimantan Tengah Nomor 3/KPU-
KTG/1/2010.

Rapal Pleno Komisl Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2010;
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 *

Pemilihan Umum -Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupater/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyalt
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kola di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Panilia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kab untuk Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifal sementara.

u.m:a» Pemungutan Suara, selanjulnya disebut PPS adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kab ta untuk Pemilu Kepala

+ Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ...:o_ﬁ..aommsxo_:a:m: dan bersifat

sementara.

Pelugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang
dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
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dalam Pemily Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifal

sementara.

Suara disebut TPS adalah tempat
Mﬂ.._ﬂouw"s_me_ pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
i
Kepala Daerah.

KPU Provinsi Kalimantan

4 : i n oleh
Pedoman leknis tata kerja yang n__o_mw_s tugas, dan

i
Tengah adalah rincian uraian g
roim,ﬁu: PPK, PPS, dan KPPS

Pasal 2

v+~ KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.

Pasal 3

Panyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada
aTas:

—xTSTo e a0

mandiri;

jujur

adil;

kepastian hukum;
tertib penyelenggara;
kepentingan umum;

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil xm.vm_u DmoB.r uo.wmc&:.u:w
dimaksud dalam Pasal 3 wajib hi kode etik Pemilu

dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Kode Elik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BABII

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Baglan Pertama

Komisl Pemilihan Umum Provinsi

Pasal §

(1) KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu

@

&

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
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Baglan Kedua

Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pasal 6
xvc.< b ota yang pakan baglan dari KPU adalah penyelenggara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatervKota.
KPU Kab b kan di ibukota k

BAB Il
KEANGGOTAAN
Baglan Pertama
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 7
Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Kelua merangkap anggota dan
w__.,m_.an_.w anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (ima) orang anggota.
Baglan Kedua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pasal 8

K KPU Kab ta terdiri dari seorang Ketua merangkap
anggolta dan anggota.

Jumlah anggota KPU Kabupalten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Baglan Pertama
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 9

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
a.  merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kzbu paten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
dan

c. Y p yang bersifat teknis untuk tiap-tiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi berd: P perundang

d.

il y dan 5 i semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah b
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Provinsi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman n!—. KPU;
memutakhirkan data uMM._:__.r e
menetapkannya sebagai daftar pemilin; an
menerima daftar pemilih dari xmczxmu"_»um_au_wmw .Mumu_ penyelenggara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Da 3
aa_._._w_mvx%: pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi yang telah memenuhi persyaratan; o . -
o D o Dasrah Provins] berdasarkan hasi
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provins N
rekapi _.__mmwm penghitungan suara di KPU xm!_vm..a:\xo.u dalam .“s_nﬁ:
provinsi yang b kutan dengan buat berita acara p!
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; o 3 ;
membual berita acara penghi suara serta sertifikat hasil
penghilungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksl peserta
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Provinsi, dan
KPU;

tkan data kependudukan dan

dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi b kan hasil itulasi p suara
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU
Kabupater/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan .._Snm_.
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi terpilih dan membuat berita acaranya; i
melaporkan hasil Pamilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
kepada KPU;

peng: laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU ) )
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Provinsi;

sanks| i
kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, da
pegawai sekretarial KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

i tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Provinsi dan
undangan; =

g-

iali penyeler Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
ped yang ditelapkan oleh KPU;

i | dan lata cara
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; :

y i laporan i hasil Pemilu Kepala Dasrah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden,
Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan

lak kan tugas dan lain yang diberikan oleh KPU dan/!
undangundang.
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(2) KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
berkewajiban :

1

b.

Tugas dan

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepal
waktu;
memperlakukan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan pasangan calon secara adil dan setara;
ikan semua infc i peny
dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
P pertanggungjawaban p
peraturan perundang-undangan;
menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan
peraturan perundangundangan;
menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
membuat berita acara pada setigp rapal pleno KPU Provinsi dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
k jiban lain yang diberikan oleh KPU; dan

lain yang diberikan oleh p g
undangan antara lain mengadakan seleksi Anggota Panwaslu Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007.

Pemilu Kepala Daerah

anggaran sesuai dengan

Baglan Kedua
Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 10

/Kota dalam lenggaraan Pemilu

g KPU
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
a.

b.

program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kab dengan i ped dari KPU dan/alau KPU
Provinsi;

dan d yang bersifat teknis untuk tiap-tiap
._wrruvmz -.o:?_oannwamavoi_:xavuﬁomma:amzim:_xovu_nom!w:

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam va:._::ux%m_n Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Xw_.x_uu,_oixaﬁ dalam wilayah kerjanya;

Y dan i semua
Wrruv-: penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
¥ berd; g-und; dengan

dari KPU dany; KPU Provinsi;
memutakhirkan data pemilih berd. data K dan

:_nao—.mv_S: data pemliih sebagai dafiar pemilih;
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

roviast Kalimantan Tengah 7



(2)

i i Pemilu Kepala
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam _uo=<m_m=nnmam:.
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada

KPU Provinsi; L
i.  menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kabt /kota yang lelah :«A Y 3 3 " ]
j.  menetapkan dan k hasil p
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala cun..m_ﬂ Kabupaten/Kota
b hasil itulasi i suara dari seluruh PPK di
wilayah yang dengan buat berita acara

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

k. berita acara i suara serla membuat sertifikat hasil
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; v

I. menerbitkan kepulusan KPU Kabupalen/Kota untuk hasil
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan
mengumumkannya;

m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
kab terpilih dan berita Y ¢

n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;

o. pengaduan laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

P.  menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kabupaten/Kota;
q. i sanksi
kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
ial KPU Kab yang terbukli melakukan tindakan yang

gunya tahapan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Panwaslu  Kab dan P
perundang-undangan;

ialisasi y Pemilu Kepala Daerah dan
«<mx= Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU

kepada Y .
s. lak tugas dan g yang dengan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan
g dan p KPU danv: KPU Provinsi;
t evaluasi dan laporan

ggaraan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; \

u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Menteri Dalam Negeri, Bupali/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat
oma.‘m:xgcom_maxgm“umz

V. tugas dan g lain yang diberil oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau undang-undang.

KPU Kabupaten/Kota dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
berkewajiban :

a. melaksanakan semua lahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dengan tepat waktu; i

b. memperiakukan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan pasangan calon secara adil dan setara;

c. ikan semua inf i

am.u Eux__xavm_ucmm-m:xuvmnm amuﬁ—m_ﬁ.n

d. pertanggs penggunaan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

c.

Pemilu Kepala Daerah

rovias Kalimaatan Teagah 8
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y j kegiatan
e. menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  semua
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada
KPU melalui KPU Provinsi; .
f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta la barang i is KPU K /Kota

g. menyampaikan laporan periodik i tahapan peny g
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan KPU
Provinsi serta i kepada B

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU KabupatervKota dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota: o
jiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;

dan

lain yang diberi oleh p [ dang
undangan antara lain mengadakan seleksi calon Anggota vm_._.ium_c
Kabupater/Kota dan calon Anggota Panwaslu Kecamalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007.

BABV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 11

Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam
rapat pleno.

Pasal 12

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, adalah :

a. rapat pleno tertutup; dan
b. rapat pleno terbuka.

(2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan

rekapitulasl penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 13

Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh
sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang hadir.

Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 14
(1

Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU
Kab,

untuk hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ditunda selama 3 (tiga) jam.
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(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana n..aw.ﬁ_w.u pada ayat M:.amz
lelap tidak tercapai kuorum, rapal pleno j pa
kuorum. . ik
KPU Provinsi dan KPU untu :
L n”“_mcw.%sw_ﬂ uumhcﬂ_m Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilakukan
pemungulan suara.
Pasal 15
(1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. .
(2 mmvu_ﬂ_o:o %M_aom: oleh Ketua KPU Provinsi nu:.xm.Eu KPU Kabupaten/Kota,
(3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno x_.uc Provinsi dan x.tc Kabupaten/Kota
dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. N
Sekrelaris KPU Provinsi dan is KPU Kabup ta wajib
dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

(4,

Pasal 16

(1) Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU wajib g
penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dipuluskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak
ditandatangani Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3
(tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU
Provinsi atau Anggota KPU K: gani pan hasil
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU KabupatenvKota
menandatangani penelapan hasil Pemilu Kepala Daeah dan Wakil Kepala
Daerah, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dinyatakan sah dan berlaku.

@

@

Pasal 17

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
m.ovmmw_:_wz.m dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU untuk
tingkal provinsi dan KPU Provinsi untuk tingkal KPU kabupaten/kota sesuai dengan
peraluran perundangundangan.
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BAB VI
ANGGARAN

Pasal 18
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi, KPU Kabupalen/Kota, PPK, PPS,
PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wal

Kepala Daerah dibebankan pada anggaran APBD Provinsi dan/atau APBD
Kabupaten/Kota.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu
bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota, untuk efisiensi dan efektivi pemilih
umum Kepala Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kola dapat
i dengan p
(2) Dalam hal Pemilu Gub dan Wakil G dalam waktu
bersamaan dengan Pemilu Bupali dan Wakil Bupati atau Pemilu Walkota dan
Wakil i Kab yang gl dapal
Pemilu G dan Wakil Gub
(3) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupali atau Pemilu Walikota dan Wakil
i tidak dilak b dengan Pemilu Gubernur dan Waki
Gubernur, Provinsi yang b dapal d Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikola di wilayah
masing-masing.
Pasal 20
Untuk k | Pemilu Gub dan Wakil G . KPU Provinsi menetapkan

pedoman teknis fentang tata kerja Komisi Pe an  Umum  Provinsi
KalimantanTengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila dipandang perlu dengan
berpedoman pada Keputusan ini.

Pasal 21

K,

ini dari F Komisi Pemilihan Umum Nomor
63 ._,.m:..s 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
v—o«..:m_. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia P Suara dan Kel k Peny Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan pasal 117
ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2007
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Pasal 22

Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan
sebagaimana meslinya apabila lerdapat kekeliruan sesuai dengan ketentyan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tangqal 15 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

. Ttd.

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

ERDUL TOEPAK
550322 197510 1 002
>
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